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Business Judgement Rule merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi
manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagal akibat dari transaks atau kegiatan yang
dilakukan olehnya sesual dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan
pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan
itikad baik. Prinsip Businnes Judgment Rule secaraimplisit diakomodir di dalam Pasal 92 dan Pasal 97
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertujuan agar melindungi direksi
dari upayakriminalisasi, sehingga asas kepastian hukum terpenuhi.Seharusnya para penegak hukum dapat
memilah penyebab yang terjadi dalam kerugian sebuah Badan Usaha Milik Negara. Apabilaterjadi kerugian
negara yang timbul dalam sebuah Badan Usaha Milik Negara, itu merupakan murni dari resiko bisnisitu
sendiri, yang keputusannya diambil yaitu dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, menurut Penulis,
seharusnya dalam penyel esainnya dapat menggunakan prinsip Business Judgment Rule dan dapat dikatakan
bukan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Hal tersebut terjadi pada kasus perkara Hotasi Nababan, Mantan
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airline.Hasil penelitian bentuk pertanggungjawaban direksi dalam
perseroan terbatas berdasarkan prinsip business judgement rule adalah pertanggungjawaban baik perdata
yang telah diatur dalam Pasal 97 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, serta Pasal 1365 KUHPerdata, maupun pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Business Judgement Ruleis arule which provides immunity or protection for the management of the
company from any responsibility that is born as aresult of atransaction or activity undertaken by himin
accordance with the limits of authority and power given to him, considering that these activities have been
conducted with respect to the standards prudence and good faith. Judgment Rule Businnes principle
implicitly accommodated in Article 92 and Article 97 of Law Number 40 Y ear 2007 regarding Limited
Liability Company which aims to protect the directors of the attempt to criminalize, so the principle of lega
certainty is met.Supposedly law enforcement officials can sort out the cause of the losses occurring in a
State Owned Enterprises. In the event of losses that arise in a State Owned Enterprises, it is purely from the
business risk itself, the decision was taken on the principle of prudence and in good faith, according to the
author, it should in its solution can make use of Business Judgment Rule and it can be said not as an act of
corruption. This happensin the case of case Hotasi Nababan, former Director of PT Merpati Nusantara
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Airline.The results of the study form of accountability of directorsin alimited liability company based on
the principles of the business judgment rule is accountable to both civil set out in Article 97 paragraph 3 and
4 of Law Number 40 Y ear 2007 regarding Limited Liability Company, aswell as Article 1365 of the Civil

Code, aswell as criminal liability regulated in Law Number 20 Y ear 2001 jo Law No. 31 of 1999 on
Corruption Eradication.



